ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai pengawal konstitusi dan
penafsir tertinggi diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945. Melalui amar putusan, Mahkamah Konstitusi memastikan
semua undang-undang yang berlaku di Indonesia tidak bertentangan dengan
konstitusi. Sekalipun demikian, seringkali putusan Mahkamah Konstitusi tidak
mendapatkan tindak lanjut dan tidak dipatuhi. Perisitiwa ini disebut sebagai
constitutional disobedience atau pengabaian terhadap konstitusi. Penelitian hukum
ini akan menelaah mengenai implikasi dari tindakan constitutional disobedience
atas putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hukum di Indonesia dan upaya
penerapan sanksi atas constitutional disobedience terhadap putusan Mahkamah
Konstitusi. Dengan menggunakan metode penelitian berupa yuridis normatif, yaitu
penelitian dilakukan dengan mengkaji berbagai bahan hukum yang diperoleh secara
data sekunder dan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan
teori hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan implikasi Constitutional Disobedience atas
Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu: (1) mengakibatkan kekacauan terhadap
kepastian hukum yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; (2)
memberikan dampak constitutionalism justice delay atau penundaan keadilan; (3)
adanya rivalitas dalam lembaga peradilan; (4) menurunnya kekuatan dan kekuasaan
yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; (5) mereduksi
kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai The Supreme of Constitution. Apabila
tindakan constitutional disobedience terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak
mendapatkan tindak lanjut yang tegas, maka berjalannya prinsip trias politica di
Indonesia terancam runtuh dan merusak mekanisme check and balances antar
lembaga negara. Berdasarkan implikasi tersebut, menjadi sebuah urgensi
diperlukannya upaya penerapan sanksi atas constitutional disobedience terhadap
putusan Mahkamah Konstitusi dan suatu alternatif agar putusan Mahkamah
Konstitusi dapat diimplementasikan. Adapun upaya penerapan sanksi tersebut
dapat dilakukan dengan adanya pembentukan suatu lembaga eksekutorial dalam
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang bertugas untuk memastikan suatu
putusan Mahkamah Konstitusi mendapatkan tindak lanjut dan ditaati oleh seluruh
elemen bangsa dan negara.
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